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Abstrak
 

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia

merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya, wajib disyukuri. Karunia yang diberikanNya,

dipandang sebagai amanah, karenanya hutan hares diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam

rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Penulisan tesis "Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Illegal Logging dalam Upaya Perlindungan Hutan

di Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi", didasarkan karena hutan sebagai modal pembangunan nasional yang

memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi,

sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi

kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang, sehingga diperlukan

suatu langkah dan upaya guna menanggulangi maraknya illegal logging di Kabupaten Bungo, Propinsi

Jambi.

Bahwa para pelaku illegal logging di kabupaten Bungo yang tertangkap adalah masyarakat yang hidup dan

tinggal di sekitar hutan, dan para sopir-sopir truk yang mengangkut kayu hasil illegal logging tanpa disertai

SKSHH, sementara para cukongnya tidak tertangkap seakan-akan tidak bias tersentuh oleh hukum.

Beberapa penyebab illegal logging semakin marak terjadi di Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi yang

menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap illegal logging di karenakan : (1) Lemahnya koordinasi

antar penegak hukum, kurangnya kapasitas dan integritas penegak hukum, serta minimnya jumlah aparat

polisi kehutanan yang bertugas di lapangan dalam rangka melindungi hutan produksi di kabupaten Bungo

yang tidak sebanding dengan luas hutan; (2) Rumusan sanksi pidana yang tidak mengatur batasan minimal

masa hukuman pidana minimal bagi para pelaku illegal logging sehingga menimbulkan disparitas hukuman

pidana yang dituntut oleh jaksa dengan masa hukuman yang diputus oleh hakim; (3) Tidak adanya pasal

yang mengatur mengenai kerugian ekologis yang harus ditanggung oleh pelaku illegal logging karena

kerugian yang dialami oleh pemerintah bukan saja kerugian secara ekonomi, namun juga kerugian ekologis

yaitu rusaknya ekosistem hutan, punahnya spesies langka, terganggunya habitat satwa, terjadinya bencana

banjir dan erosi; (4) Bahwa pemerintah masih cenderung sentralistik dan mengabaikan hak-hak masyarakat

lokal dengan memberikan kepada pengusaha-pengusaha untuk mengelola hutan produksi tanpa

memperhatikan nasib masyarakat di sekitar hutan yang mengakibatkan masyarakat sekitar hutan tidak ragu-

ragu melakukan illegal logging dan bahkan meskipun sudah tahu bahwa hutan produksi tersebut telah

kembali pengelolaannya kepada pemerintah, mereka tetap melakukan penebangan bahkan melakukan

perambahan; (5) keterbatasan sarana dan prasarana juga merupakan kendala bagi aparat hukum dalam

menangkap pelaku-pelaku illegal logging karena hutan yang diawasai begitu lugs dan kondisi jalan yang

juga tidak bisa dilalui oleh kendaraan; (6) keterbatasan dana; (7) Tidak adanya tindakan tegas oleh aparat

penegak hokum terhadap sawmil-sawmil yang tidak resmi yang dibiarkan beroperasi dan siap menerima

order untuk memotong-motong dan mengolah menjadi kayu meskipun diketahui dari hasil illegal logging.
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Melihat betapa rumitnya permasalahan illegal logging yang terjadi di kabupaten Bungo upaya-upaya yang

tegas dari pemerintah ( dinas kehutanan, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) bekerjasama dengan aparat

desa, LSM, pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan pemuda-pemuda desa yaitu mengadakan

penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat lokal tentang pentingnya arti hutan, menyampaikan informasi

kepada masyarakat lokal bahwa perbuatan illegal Iogging adalah perbuatan tindak pidana yang hukumannya

lebih berat dari tindak pidana umum lainnya (melakukan pendekatan sosial budaya dan upaya peningkatan

kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan dengan mengadakan kegiatan hutan kemasyarakatan, padat karya,

hutan rakyat, HPH bina desa, atau dengan memberikan modal kerja (home industry) pembuatan batu bata,

tahu, tempe dan kerajinan tangan lainnya, menjadikan pengetahuan dan pengertian tentang peranan dan

fungsi hutan sebagai mata kuliah dalam kurikulum pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga

perguruan tinggi. Langkah tindakan yang serupa juga dilakukan melalui penyuluhan dan ditujukan bagi

masyarakat luas dengan menggunakan media cetak maupun media elektronik serta kunjungan ke lapangan.

Upaya selanjutnya adalah perlu diberlakukannya Perpu Pemberantasan Illegal Logging, yang diharapkan

masyarakat dapat melaporkan kejadian-kejadian illegal logging dengan data informasi, gambar foto, dan

rekaman kepada LSM maupun Dinas Kehutanan Kabupaten Bungo.

Di samping usaha-usaha yang disebut di atas, guna menegakkan hukum yang seadil-adilnya dan menumpas

habis para pelaku illegal logging, perlu adanya kesatuan pandangan pars jaksa penuntut umum yang

melakukan tuntutan hukuman pidana terhadap terdakwa pelaku-pelaku illegal logging dan hakim yang

memberi putusan berupa hukuman pidana, sehingga masa hukuman pidana yang dijatuhkan oleh hakim

tidak terlalu jauh rendahnya dengan pidana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Walaupun diakui,

masing-masing instansi memiliki kewenangan untuk menetapkan hukuman pidana (tuntutan pidana bagi

kejaksaan dan putusan pidana bagi hakim) namun dasar menetapkan hukuman pidana tersebut adalah sama

yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang salah satu pasalnya mangatur tentang sanksi pidana yang

diberikan kepada pelaku illegal logging.


